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ABSTRAK 

EVALUASI PROGRAM PUJA INDAH DALAM TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU 

Oleh: 

INTAN PERMATA HATI NASUTION                                                                   

2203100031 

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

evaluasi Program Puja Indah dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu. Program Puja Indah merupakan inovasi pelayanan publik berbasis 

digital yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, 

Pranata Komputer Ahli Pratama, dan Penelaah Teknis Kebijakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa evaluasi Program Puja Indah dianalisis berdasarkan indikator 

William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Dari aspek efektivitas, program belum berjalan 

optimal karena masih terdapat kendala teknis dan rendahnya penggunaan aplikasi 

oleh masyarakat. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program masih menghadapi 

keterbatasan sumber daya manusia, jaringan internet, dan sistem aplikasi. Dari 

aspek kecukupan, program dinilai belum sepenuhnya mampu menyelesaikan 

permasalahan pelayanan publik secara menyeluruh. Dari aspek pemerataan, akses 

layanan digital belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, 

terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Dari aspek responsivitas, 

masyarakat pada dasarnya memberikan respon positif terhadap pelayanan digital, 

meskipun masih terdapat berbagai keluhan teknis. Sementara dari aspek ketepatan, 

Program Puja Indah dinilai sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik modern, 

namun masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. 

Kata Kunci: Evaluasi Program, Puja Indah, Tata Kelola Pemerintahan, 

Pelayanan Publik, Digitalisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pemerintahan merupakan suatu sistem yang dijalankan oleh negara untuk 

mengatur dan mengelola seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai 

kesejahteraan rakyat. Dalam konteks modern, penyelenggaraan pemerintahan tidak 

hanya melibatkan pada aspek administratif semata, tetapi juga pada kemampuan 

pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma baru 

administrasi publik yang menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai 

orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan. 

       Tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting mengingat perubahan 

dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat di era digitalisasi. 

Pemerintah daerah dituntut untuk adaptif dan inovatif dalam memberikan layanan 

publik yang efektif serta efisien. Dengan demikian, berbagai program digitalisasi 

pemerintahan mulai dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya 

mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Salah 

satu upaya tersebut adalah melalui program Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi 

Daerah) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan tata 
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kelola pemerintahan daerah yang cerdas, inovatif, dan terintegrasi melalui 

pemanfaatan teknologi digital. 

       Tata kelola pemerintahan daerah merupakan mekanisme, proses, dan lembaga 

dimana warga dan kelompok masyarakat mengemukakan kepentingan mereka, 

melaksanakan hak dan kewajiban, serta menengahi perbedaan mereka dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Menurut (Subagio, 2019), tata kelola 

pemerintahan yang baik mencakup prinsip partisipasi, supremasi hukum, 

transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. 

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah bukan hanya soal menjalankan 

fungsi administratif, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi 

pada hasil dan pelayanan publik yang berkualitas. 

       Tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya masih 

menghadapi berbagai tantangan. Banyak daerah yang belum mampu menerapkan 

prinsip-prinsip good governance secara optimal. Beberapa di antaranya masih 

dihadapkan pada persoalan birokrasi yang panjang, pelayanan publik yang lamban, 

serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

informasi publik. Kondisi ini sering kali berdampak pada rendahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, inovasi dalam tata kelola 

pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.  

       Salah satu inovasi strategis yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia adalah Program Puja Indah (Permata, 

2024). Program ini merupakan platform digital nasional yang terintegrasi antara 

pemerintah pusat dan daerah dalam penyampaian layanan publik, administrasi 



 

3 

 

 

 

pemerintahan, dan penyebaran informasi pembangunan daerah. Melalui program 

ini, pemerintah daerah dapat mengelola berbagai layanan seperti administrasi 

kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga informasi pembangunan 

secara terpusat dalam satu sistem digital. Dengan demikian, Puja Indah diharapkan 

mampu meningkatkan Evaluasi tata kelola pemerintahan daerah sekaligus 

mempercepat terwujudnya pelayanan publik berbasis digital yang efisien dan 

transparan. 

       Pentingnya Evaluasi Program Puja Indah tidak hanya terletak pada aspek 

teknologi, tetapi juga pada nilai strategisnya dalam mendukung terwujudnya tata 

kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam era digital saat ini, pelayanan publik 

tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional. Masyarakat menuntut pelayanan 

yang cepat, mudah, dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu 

mengadopsi sistem digitalisasi dalam setiap lini pelayanan publik. Di sinilah Puja 

Indah memainkan peran strategis, yaitu menjadi media transformasi digital bagi 

pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

       Di Kabupaten Labuhanbatu, penerapan program Puja Indah menjadi langkah 

penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 

daerah. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang, Labuhanbatu 

memiliki tantangan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi serta  memperluas 

akses layanan publik berbasis digital. Melalui Evaluasi program Puja Indah, 

pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai sistem layanan 

publik secara daring sehingga mampu memangkas waktu pelayanan, meningkatkan 
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transparansi, serta memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 

 

Sumber: Indonesia.go.id - Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri 

       Evaluasi program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya 

berjalan optimal. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan laporan dari beberapa 

perangkat daerah, masih ditemukan kendala dalam aspek teknis dan nonteknis, 

seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, Terbatasnya kompetensi 

sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital, serta kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama dari program Puja 

Indah, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan pelayanan 

publik yang efisien, belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, diperlukan 

kajian yang mendalam mengenai bagaimana Evaluasi program ini dijalankan, 

faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung, serta sejauh mana 

dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. 

       Penelitian ini dilakukan karena pentingnya program puja indah dalam 

meningkatkan inovasi dan layanan dalam pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. 

Hal ini disebabkan oleh program Puja Indah merupakan inovasi baru  bagi layanan 

https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1188/pusat-jejaring-inovasi-daerah-puja-indah-kemendagri
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publik di kabupaten Labuhanbatu terutama terkait Transformasi digital, Evaluasi 

program puja indah ini juga sebagai tindak lanjut dari kebijakan SPBE di Indonesia 

yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan juga 

mengoptimalkan pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  

       Program puja indah menunjukkan terealisasinya layanan yang dapat 

mendukung tata Kelola pemerintahan di kabupaten Labuhan Batu. Namun, dalam 

penerapannya masih mengalami hambatan dan kendala yang disebabkan oleh 

ketidaksiapan SDM dalam mengoperasikannya juga terkait akses jaringan termasuk 

infrastruktur teknologi. Maka perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi SDM 

yang menggunakan program Puja Indah. 

       Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi tinggi 

baik secara teoretis, normatif, maupun empiris. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan  kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya 

dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu dalam meningkatkan Evaluasi program Puja Indah sebagai wujud 

inovasi pelayanan publik yang modern dan adaptif terhadap era digitalisasi. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga manfaat 

praktis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang inovatif, 

transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 
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       Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Evaluasi Program Puja Indah Dalam Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu” 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana Evaluasi Program Puja Indah Dalam Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah di Kabupaten Labuhanbatu? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Program Puja Indah Dalam 

Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Aspek Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai Evaluasi digital dalam 

tata kelola pemerintahan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

memperluas pemahaman tentang bagaimana penerapan Program Puja Indah (Pusat 

Jejaring Inovasi Daerah) berperan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hubungan antara transformasi digital 

pemerintahan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance di daerah. 
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b. Aspek Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Labuhanbatu dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan 

Program Puja Indah agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian 

ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah 

yang berkaitan dengan penguatan inovasi digital dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perangkat 

daerah dalam memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat 

Evaluasi program, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan di Kabupaten 

Labuhanbatu dapat berjalan lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

       Bab ini membahas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

       Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti dalam 

penelitiannya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

       Bab ini membahas tentang Metodelogi penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka 

Konsep, Definisi Konsep, Narasumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data serta Lokasi Dan Waktu Penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 

Wawancara. 

BAB V PENUTUP 

       Dalam bab ini akan menguraikan penutup dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Konsep Evaluasi  

       Menurut William N Dunn dalam Publik Policy Analisis: An Introduction 

menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus 

kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, 

dan monitoring atau pengawasan terhadap evaluasi kebijakan. Pada dasarnya, 

evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang 

dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Tetapi evaluasi tidak 

hanya sekedar mengahasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya 

sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi 

sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, 

membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan 

selanjutnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no Per / 15 / 

M.Pan / 7 / 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa 

”evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah 

dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Febrianti, N.A., 2025). 

       Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan publik. 

Metodologi analisis kebijakan publik pada hakikatnya menggabungkan lima 

prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu 

definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi), dan 

evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-
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hari yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari 

konsekuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah (Alan et al., 2021).  

       Secara metodologis dapat dibedakan evaluasi dalam dua jenis, yaitu evaluasi 

formatif dan sumatif. Evaluasi formatif biasanya melihatdan meneliti pelaksanaan 

suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program 

tersebut. Sementara evaluasi sumatif biasanya dilakukan pada akhir program untuk 

mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. Sedangkan Herman, Morris dan 

Gibbon ( 1987: 26 ) membedakan evaluasi formatif dengan evaluasi sumatif 

menurut fokus tindakannya sebagai berikut : Evaluasi formatif, yang memfokuskan 

pada pemberian informasi kepada perencana dan pelaksana mengenai bagaimana 

meningkatkan dan memperbaiki suatu program yang sedang dikembangkan atau 

berlangsung; dan evaluasi sumatif yang berusaha menilai kualitas dan dampak 

keseluruhan dari program yang matang untuk tujuan pertanggung jawaban dan 

pembuatan kebijakan . 

2.1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William N Dunn 

       Menurut William N. Dunn dalam bukunya Public Policy Analysis: An 

Introduction, evaluasi kebijakan merupakan suatu proses penilaian terhadap 

pelaksanaan, hasil, dan dampak dari suatu kebijakan publik. Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi 

kebijakan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam 

memperbaiki, melanjutkan, atau bahkan menghentikan suatu program apabila 

dinilai tidak berjalan secara optimal. 
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       Dalam pelaksanaan kebijakan publik, evaluasi memiliki peranan yang sangat 

penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu 

program. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui berbagai kendala yang 

terjadi di lapangan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan, serta dampak 

kebijakan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi 

kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir program, tetapi juga 

memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. 

       William N. Dunn menjelaskan bahwa terdapat enam indikator yang digunakan 

dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut saling 

berkaitan dan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program 

dari berbagai aspek: 

a. Efektivitas  

       Efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil yang diinginkan telah tercapai. Menurut William N. Dunn, efektivitas 

berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menjadi salah satu 

indikator penting karena keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari sejauh 

mana tujuan program mampu diwujudkan dalam pelaksanaannya. 

       Suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program tersebut mampu 

mencapai sasaran dan target yang telah direncanakan. Sebaliknya, apabila tujuan 

program belum tercapai atau hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, 
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maka program tersebut dinilai belum efektif. Oleh karena itu, efektivitas 

berhubungan langsung dengan hasil nyata yang diperoleh dari pelaksanaan 

kebijakan. 

       Dalam kebijakan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya 

program, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat. Misalnya, 

dalam pelayanan publik berbasis digital, efektivitas dapat dilihat dari peningkatan 

kualitas pelayanan, kemudahan akses layanan, pengurangan waktu pelayanan, serta 

meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

       Efektivitas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesiapan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta koordinasi 

antar lembaga pemerintah. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan dengan 

baik, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai secara optimal Dengan demikian, 

efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan keberhasilan kebijakan dalam 

memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

b. Efisiensi  

       Efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa banyak 

usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut William N. 

Dunn, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti biaya, tenaga, 

waktu, dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Suatu kebijakan dikatakan 

efisien apabila tujuan program dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang 

minimal namun tetap memperoleh hasil yang optimal. Sebaliknya, apabila program 

memerlukan biaya yang besar, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama tetapi 

hasil yang dicapai kurang maksimal, maka kebijakan tersebut dinilai tidak efisien. 
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       Dalam administrasi publik, efisiensi sangat penting karena pemerintah 

memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menjalankan program-

program pembangunan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dituntut untuk mampu 

memberikan manfaat yang besar dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan 

tidak berlebihan. 

       Efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari kecepatan pelayanan, 

penyederhanaan prosedur administrasi, penggunaan teknologi informasi, serta 

kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat. Pelayanan yang efisien akan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat serta mengurangi pemborosan anggaran pemerintah. Selain itu, 

efisiensi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola hambatan 

yang terjadi selama pelaksanaan program. Apabila hambatan dapat diatasi dengan 

baik tanpa mengeluarkan biaya tambahan yang besar, maka program tersebut dapat 

dinilai lebih efisien. Dengan demikian, efisiensi menekankan pada perbandingan 

antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan 

kebijakan. 

c. Kecukupan  

       Kecukupan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pencapaian hasil yang diinginkan mampu memecahkan masalah. Menurut 

William N. Dunn, kecukupan berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan dalam 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi dasar pembentukan 

kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat dikatakan cukup apabila hasil yang 

diperoleh mampu mengurangi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi 



 

14 

 

 

 

masyarakat. Sebaliknya, apabila masalah utama masih tetap terjadi meskipun 

program telah dilaksanakan, maka kebijakan tersebut dinilai belum cukup atau 

belum memadai. 

       Indikator kecukupan tidak hanya menilai keberhasilan program dalam 

mencapai target, tetapi juga melihat kualitas hasil yang dicapai. Artinya, meskipun 

suatu program berhasil dilaksanakan, program tersebut belum tentu mampu 

menyelesaikan permasalahan masyarakat secara menyeluruh. 

       Dalam pelayanan publik, kecukupan dapat dilihat dari kemampuan program 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan 

mengatasi berbagai kendala pelayanan yang sebelumnya terjadi. Misalnya, 

kebijakan digitalisasi pelayanan publik dikatakan cukup apabila mampu 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan mengurangi 

permasalahan birokrasi yang rumit. Kecukupan juga dipengaruhi oleh kesiapan 

pemerintah, dukungan masyarakat, dan kondisi lingkungan sosial. Apabila program 

tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka hasil kebijakan akan sulit 

memberikan solusi yang optimal. Dengan demikian, kecukupan menekankan pada 

kemampuan kebijakan dalam memberikan solusi nyata terhadap masalah publik. 

d. Pemerataan  

       Pemerataan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah biaya 

dan manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada kelompok 

masyarakat yang berbeda. Menurut William N. Dunn, pemerataan berkaitan dengan 

aspek keadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Suatu kebijakan 

dikatakan memiliki pemerataan yang baik apabila seluruh masyarakat dapat 
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merasakan manfaat program tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan. 

Pemerataan sangat penting karena kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk 

kepentingan seluruh masyarakat. 

       Dalam pelayanan publik, pemerataan dapat dilihat dari akses masyarakat 

terhadap layanan pemerintah, baik masyarakat di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh 

kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat kebijakan. Pemerataan juga 

berkaitan dengan penyediaan fasilitas, penyebaran informasi, dan kemudahan akses 

layanan. Apabila hanya sebagian kelompok masyarakat yang dapat menikmati 

manfaat program, maka kebijakan tersebut belum memenuhi prinsip pemerataan. 

Selain itu, pemerataan juga menekankan pada keadilan dalam distribusi biaya dan 

manfaat kebijakan. Artinya, masyarakat tidak boleh dibebani secara tidak adil 

dalam pelaksanaan suatu program. Dengan demikian, pemerataan menekankan 

pada aspek keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh 

masyarakat. 

e. Responsivitas  

       Responsivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah hasil 

kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. 

Menurut William N. Dunn, responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah 

dalam memahami dan merespon kebutuhan masyarakat. Suatu kebijakan dikatakan 

responsif apabila pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta cepat menanggapi keluhan atau permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Responsivitas menunjukkan adanya 
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hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya 

menjalankan program, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi dan masukan dari 

masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan publik. 

       Dalam pelayanan publik, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan aparatur 

dalam memberikan pelayanan, kemampuan pemerintah menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat, serta adanya upaya perbaikan pelayanan berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas juga penting untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Apabila pemerintah mampu merespon kebutuhan 

masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan lebih mendukung kebijakan yang 

dijalankan pemerintah. Dengan demikian, responsivitas menekankan pada 

kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

f. Ketepatan  

       Ketepatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Menurut 

William N. Dunn, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian tujuan kebijakan dengan 

kebutuhan masyarakat serta manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Suatu 

kebijakan dikatakan tepat apabila program yang dijalankan benar-benar sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ketepatan juga berkaitan dengan 

ketepatan sasaran kebijakan sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh 

kelompok yang membutuhkan. 

       Dalam kebijakan publik, ketepatan menjadi penting karena tidak semua 

kebijakan yang berhasil dilaksanakan otomatis memberikan manfaat yang besar 
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bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan bahwa program 

yang dijalankan benar-benar relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat. 

Dalam pelayanan publik, ketepatan dapat dilihat dari kesesuaian program dengan 

kondisi sosial masyarakat, kemampuan program dalam menyelesaikan masalah 

pelayanan, serta manfaat nyata yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Selain itu, ketepatan juga berkaitan dengan keberlanjutan 

program. Apabila suatu kebijakan memberikan manfaat yang besar dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, maka program tersebut layak untuk terus 

dikembangkan di masa mendatang. Dengan demikian, ketepatan menekankan pada 

nilai manfaat dan kesesuaian kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat serta tujuan 

pembangunan yang ingin dicapai. 

2.1.2 Evaluasi Program Puja Indah 

       Evaluasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus 

kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai keberhasilan suatu program dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn, evaluasi 

kebijakan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memberikan 

informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan atau program yang telah 

dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan program, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perbaikan serta dasar 

dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa yang akan datang . 

       Dalam konteks Program Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah), evaluasi 

program menjadi sangat penting karena program ini merupakan bentuk inovasi 

pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata 
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kelola pemerintahan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di daerah, 

khususnya di Kabupaten Labuhanbatu (Araa, 2023) 

       Selain itu, evaluasi program juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai 

kendala dan hambatan yang terjadi selama proses evaluasi program. Dengan adanya 

evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki, 

baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun kesiapan sumber daya 

manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya 

berorientasi pada hasil (output), tetapi juga pada proses (process) dan dampak 

(outcome) dari suatu program. 

       Menurut William N. Dunn, evaluasi program memiliki beberapa fungsi utama, 

yaitu: 

1. Sebagai alat pengukuran kinerja program 

       Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana program telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Program Puja Indah, 

pengukuran ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik 

berbasis digital.  

2. Sebagai dasar pengambilan keputusan 

       Hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan 

apakah program akan dilanjutkan, diperbaiki, diperluas, atau bahkan 

dihentikan.  
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3. Sebagai sarana perbaikan program (feedback) 

       Evaluasi memberikan umpan balik yang sangat penting bagi 

penyempurnaan program di masa mendatang agar lebih efektif dan efisien.  

4. Sebagai bentuk akuntabilitas publik 

       Evaluasi menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

masyarakat atas pelaksanaan program yang telah dijalankan.  

5. Sebagai alat pembelajaran kebijakan (policy learning) 

       Evaluasi membantu pemerintah dalam memahami keberhasilan dan 

kegagalan program sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam 

merumuskan kebijakan selanjutnya. 

       Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) adalah Layanan pemerintahan 

berbagi pakai (multitenant) berbasis data input yang dikembangkan untuk 

percepatan layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform 

layanan. Dapat diakses melalui web browser dan platform android (Permata, 2024). 

       Melalui Puja Indah, pemerintah daerah (Pemda) dapat meningkatkan inovasi 

seperti digitalisasi layanan publik dalam satu platform layanan. Dengan inovasi 

tersebut, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara lebih 

optimal. Terutama terkait layanan yang menjadi hak konstitusional dasar seperti 

hak-hak kependudukan sampai dengan layanan-layanan yang sifatnya administratif 

dan ekonomis untuk bisa mendukung penyelenggaraan di daerah maupun sampai 

di tingkat pusat. 
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       Puja Indah memiliki sejumlah layanan meliputi layanan pemerintahan dan 

layanan tematik. Layanan pemerintahan ini berisi inovasi layanan pendidikan, 

layanan perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, komoditas, dan 

aspirasi. Selain itu, ada pula layanan trantibumlinmas, sosial, pariwisata, pekerjaan 

umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan. Pelayanan publik berbasis 

teknologi merupakan bentuk transformasi pelayanan pemerintahan dari sistem 

manual menuju sistem digital yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat 

membantu pemerintah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui 

sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan  

       Evaluasi Program Puja Indah merupakan proses penilaian yang dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut telah berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya melihat bagaimana 

program dijalankan di masyarakat, tetapi juga menilai hasil nyata yang dihasilkan 

dari pelaksanaan program tersebut. Evaluasi berfokus pada bagaimana Program 

Puja Indah diwujudkan melalui pembentukan dan pengoperasian “Rumah Puja 

Indah” sebagai pusat pembelajaran keluarga. Penilaian dilakukan terhadap berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan, seperti kelas pengasuhan bagi orang tua serta 

kegiatan edukatif bagi anak-anak, guna mengetahui tingkat keberhasilan program 

dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. 

       Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis terhadap peran fasilitator yang telah 

dilatih, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta tingkat keterlibatan kemitraan 

dengan berbagai pihak dalam mendukung keberlangsungan program. Hal ini 
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penting untuk menilai apakah seluruh komponen program telah berjalan secara 

optimal. Dengan demikian, evaluasi Program Puja Indah bertujuan untuk menilai 

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, mengidentifikasi 

kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, serta mengukur dampaknya 

terhadap peningkatan kualitas hidup dan pola pengasuhan dalam keluarga. Hasil 

evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan 

program agar lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang. 

2.1.3 Dasar Hukum Penerapan Puja Indah (Mozin & Isa, 2023) 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE 

5. Surat Edaran Nomor 049/3248/SJ Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pusat 

Jejaring Inovasi Daerah 

2.1.4 Maksud Dan Tujuan Penerapan Aplikasi Puja Indah 

1. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih mudah, lebih cepat, 

lebih murah, dan lebih baik 

2. Membangun Big Data sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan 

3. Terbangunnya Dashboard layanan pemerintahan yang mudah 

dioperasikan dan dilaporkan kepada pimpinan secara Real Time 

2.2 Tata Kelola Pemerintahan 

       Tata kelola sendiri adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan, atau 

manajemen (pengelolaan) dalam suatu pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik 
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yaitu dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara baik, bersih, dan bertanggung 

jawab baik itu dalam struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain sebagainya. Istilah 

“governance” yang berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan dan juga 

mengandung arti sebagai pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan juga diartikan 

sebagai pemerintahan. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang 

transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Hutapea, 2022). 

       Pemerintahan merupakan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga 

dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka. Tata Kelola Pemerintahan pada tingkat lokal 

(pemerintah daerah) berada pada model tata kelola menuntut partisipasi masyarakat 

yang aktif, melalui keterlibatan secara langsung atau tidak. Dengan adanya 

partisipasi masyarakat yang aktif maka tata kelola pemerintahan akan berjalan 

dengan baik karena telah mendapat dukungan dari masyarakat yang tinggal di 

wilayah tersebut. 

       Tata Kelola Pemerintahan adalah keseluruhan sistem yang mencakup struktur, 

fungsi, aturan, dan proses di mana pemerintah dan masyarakat berinteraksi untuk 

mengelola urusan publik. Tujuannya adalah menciptakan "Pemerintahan yang 

Baik" (Good Governance) yang bercirikan bersih, transparan, bertanggung jawab, 

dan partisipatif. 

2.2.1 Pemerintahan Daerah 

       Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadi tulang 

punggung dalam memastikan penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan 
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keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks 

global, sistem pemerintahan daerah telah menjadi elemen penting dalam menjaga 

prinsip-prinsip demokrasi, otonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Buku ini 

akan menjelaskan konsep pemerintahan daerah, peran serta fungsi pemerintahan 

daerah, sejarah perkembangannya, serta dampaknya terhadap kehidupan 

masyarakat lokal (Agustina, 2019) 

       Pemerintahan daerah mencerminkan prinsip bahwa kebijakan dan keputusan 

yang dibuat pemerintah harus relevan dan responsif terhadap kebutuhan yang 

spesifik pada tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki wewenang 

dalam mengelola sumber daya, mengatur layanan publik, dan mengembangkan 

kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat. Seiring berjalannya waktu, konsep 

pemerintahan daerah telah berkembang dan bervariasi di berbagai negara, sesuai 

dengan budaya, sejarah, dan tuntutan masyarakat setempat. Buku ini akan mengulas 

perkembangan sistem pemerintahan daerah dari berbagai sudut pandang, baik di 

tingkat nasional maupun internasional, serta menjelaskan peran lembaga-lembaga 

kunci (Akad et al., n.d.). 

2.3 Pelayanan Publik 

       Pelayanan public merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara 

sesuai dengan UUD 1945 alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 
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       Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 

berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian hokum dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara dalam pelayanan publik (Widanti, 2022). 

2.3.1 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah;  

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan koorporasi yang baik. 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

2.4 Inovasi dan Layanan 

       Inovasi adalah suatu proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan 

ide baru yang memberikan perubahan positif terhadap cara kerja, sistem, produk, 

atau layanan yang sudah ada. Dalam konteks pemerintahan, inovasi berarti upaya 

pemerintah untuk menghadirkan metode baru dalam pelayanan publik agar lebih 

efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

       Layanan atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
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2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

      Inovasi menjadi pondasi penting dalam peningkatan kualitas layanan publik. 

Dengan adanya inovasi, pemerintah dapat menciptakan sistem pelayanan yang 

lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Misalnya melalui digitalisasi pelayanan 

seperti Program Puja Indah (Portal Layanan Indonesia Terpadu dan Handal) yang 

diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu, inovasi ini bertujuan memperbaiki tata 

kelola pelayanan agar lebih efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

2.4.1 Inovasi Daerah 

       Inovasi Daerah merupakan faktor terpenting dalam mendukung perkembangan 

ekonomi dan daya saing daerah, terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri 

menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan 

inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuaan ekonomi. 

Inovasi tersebut memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan 

memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide 

baru menciptakan produk, proses, dan layanan (Nugroho, 2020). 

       Selain itu, pelaksanaan inovasi daerah juga telah diatur dalam beberapa aturan 

lainnya, seperti Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 

2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 
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Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif 

Inovasi Daerah (Sari, 2022). 

       Pembinaan inovasi daerah merupakan fungsi yang tak bisa dipisahkan dari 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang 

Kemendagri). Melalui fungsi tersebut, Badan Litbang Kemendagri senantiasa 

berikhtiar membina inovasi di pemerintah daerah. Berbagai upaya dalam 

meningkatkan inovasi pun telah dilakukan. Salah satunya dengan merajut berbagai 

praktik inovasi dari pemerintah daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi 

Daerah (Puja Indah) (Bulanan, 2021). 

2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 

       Menurut PP ini, Inovasi Daerah meningkatkan bertujuan penyelenggaraan 

untuk kinerja Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 

1. Peningkatan Pelayanan Publik 

2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

3. Peningkatan daya saing Daerah 

2.4.3 Dalam PP ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: 

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah 

2. Inovasi Pelayanan Publik 

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah.  
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2.4.4 Kriteria Inovasi Daerah meliputi 

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi 

2. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat 

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

4. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

5. Dapat direplikasi. 

2.5 Digitalisasi 

       Digitalisasi berasal dari kata "digital", yang berhubungan dengan digit, dan 

"isasi", yang berarti proses menggunakan sistem digital. Verdinandus menjelaskan 

bahwa istilah "era digital" digunakan untuk menggambarkan perkembangan 

teknologi digital, seperti jaringan internet, terutama teknologi informasi dan 

komputer. Peserta didik dapat memanfaatkan media multimedia seperti komputer, 

smartphone, audio visual, video, dan lainnya (Ii, 2023). 

       Digitalisasi adalah tren global yang sedang berkembang saat ini di berbagai 

sektor industri. Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam sektor media, 

perbankan, telekomunikasi, dan asuransi, yang merupakan pelopor utama dalam 

transformasi digital yang sedang berlangsung. Teknologi digital tidak lagi 

bergantung pada tenaga manusia atau proses manual, tetapi lebih beralih ke sistem 

otomatis melalui format komputerisasi yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem digital 

merupakan evolusi dari sistem analog, dimana informasi direpresentasikan dalam 

bentuk urutan angka. Berbeda dengan sinyal analog yang bersifat kontinu, sinyal 

digital bersifat diskrit. Teknologi digital adalah teknologi dimana tenaga manusia 
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digantikan dengan teknolgi informatika yang sistem matis dan komputerisasi, 

perubahan sistem analog ke digital telah banyak mengubah hal termasuk perilaku 

dan budaya masyarakat (Diana & Sari, 2024). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian yang oleh digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

dengan pendeketan kualitatif. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan 

gambaran menyeluruh mengenai Evaluasi Program Puja Indah Dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Daerah, bukan mengukur besaran angka atau statistik. Menurut 

Moleong (2021:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

       Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat pebandingan atau 

menghubungkan Antara satu variabel dengan variabel lain penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam 

berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Khairiah & Harahap, 2021). 

penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang terdapat dalam 

konteks berbagai permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku 

manusia. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan 

(Izharsyah, 2022). 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka konsep 

3.3 Definisi Konsep 

       Definisi konsep adalah suatu pengertian yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, atau kelompok yang 

Evaluasi Menurut William N Dunn : 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Pemerataan 

5. Responsivitas 

6. Ketetapan 
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menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Adapun defenisi konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Evaluasi Program Puja Indah 

       Evaluasi Program Puja Indah menunjukkan bagaimana pemerintah daerah 

menilai pelaksanaan dan kinerja aplikasi tersebut dalam aktivitas pelayanan publik 

sehari-hari. Evaluasi ini tidak hanya melihat apakah program telah dijalankan, tetapi 

juga menilai sejauh mana pelaksanaannya telah berjalan secara efektif dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program pemerintah 

sangat dipengaruhi oleh perencanaan, koordinasi, dan kesiapan sistem pendukung 

dalam pelaksanaannya . Dalam proses evaluasi, pemerintah daerah perlu menilai 

kesiapan sumber daya manusia, khususnya kemampuan aparatur dalam memahami 

dan mengoperasikan teknologi yang digunakan dalam Program Puja Indah. Selain 

itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap ketersediaan infrastruktur 

pendukung seperti jaringan internet dan perangkat digital yang menjadi faktor 

penting dalam menunjang keberhasilan program. Evaluasi dilakukan terhadap 

kesesuaian kebijakan daerah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung kelancaran 

pelaksanaan program. Tidak kalah penting, evaluasi juga menilai tingkat komitmen 

dan kerja sama antar instansi dalam menjalankan program, karena hal ini sangat 

berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

b. Tata Kelola Pemerintahan 

       Tata kelola pemerintahan adalah sistem dan proses yang digunakan untuk 

mengatur dan mengelola urusan publik. Elemen penting dalam tata kelola 
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pemerintahan meliputi transparansi, di mana informasi tentang keputusan 

pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat. Ada juga akuntabilitas, yang 

menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. 

c. Pelayanan Publik` 

       Pelayanan publik adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah, 

lembaga negara, atau entitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

secara umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan 

kepuasan warga negara. Konsep ini mencakup aspek seperti efisiensi, transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang sering diukur melalui indikator 

seperti waktu respons, kualitas layanan, dan aksesibilitas. 

d. Digitalisasi 

       Digitalisasi adalah proses perubahan dari sistem manual atau konvensional 

menjadi sistem berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan dalam 

pengelolaan data dan pelayanan. Melalui digitalisasi, berbagai aktivitas baik dalam 

pemerintahan, ekonomi, maupun pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih 

cepat, transparan, dan terintegrasi. 

3.4 Kategorisasi Penelitian  

       Kategorisasi penelitian merupakan proses pengelompokan penelitian 

berdasarkan karakteristik tertentu guna memahami pendekatan, fokus, dan tujuan 

penelitian yang dilakukan. Kategorisasi ini membantu peneliti dalam menganalisis 

fenomena yang diteliti secara sistematis dan terarah. Kategorisasi penelitian ini 
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adalah Evaluasi Program Inovasi Layanan Publik, yaitu Program PUJA INDAH 

sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

       Kategorisasi penelitian ini dianalisis menggunakan teori Evaluasi yang diambil 

dari  dalam bukunya William N Dunn. Berdasarkan teori tersebut, Evaluasi inovasi 

layanan publik dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu: 

a. Efektivitas 

b. Efisiensi 

c. Kecukupan 

d. Pemerataan 

e. Responsivitas 

f. Ketetapan 

3.5 Informan atau Narasumber 

       Narasumber dalam penelitian “Evaluasi Program Puja Indah Dalam Tata 

Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu “ Peneliti menggunakan 

individu sebagai narasumber yakni : 

1. Nama  : H. Zuhri, SE,M.Si 

Umur   : 45 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Jabatan  :  Kepala Dinas 

2. Nama  : Ikhsan Rizky 

Umur   : 35 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Jabatan  :  Jabatan Pranata Komputer Ahli Pratama 

3. Nama  : Khairunnisa 

Umur   : 36 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 
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Jabatan  :  Penelaah Teknis Kebijakan 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang valid dan relevan dengan fokus penelitian melalui berbagai 

sumber dan metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

       Teknik pengumpulan data primer adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data langsung dari sumber pertama melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi agar data yang didapat relevan dengan fokus penelitian. 

       Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan program Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah) di Kabupaten 

Labuhanbatu. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan yang 

memahami proses evaluasi program, baik dari sisi pemerintah daerah maupun 

masyarakat penerima layanan. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder 

       Teknik pengumpulan data sekunder adalah metode yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh data tidak langsung dari sumber pertama, melainkan dari 

berbagai sumber tertulis atau dokumen yang telah ada sebelumnya. Data sekunder 

digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer agar hasil penelitian 

menjadi lebih valid dan komprehensif. Seperti: 
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a. Wawancara (Interview) 

       Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan 

langsung dalam pelaksanaan program Puja Indah. 

b. Observasi (Pengamatan Langsung) 

       Peneliti mengamati secara langsung aktivitas pelayanan publik berbasis digital 

melalui sistem Puja Indah di kantor pemerintahan daerah, seperti: 

1. Mengamati bagaimana pegawai menggunakan aplikasi Puja Indah 

dalam melayani masyarakat. 

2. Melihat bagaimana respon masyarakat terhadap layanan digital tersebut. 

c. Dokumentasi 

       Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan untuk mendukung 

data penelitian, seperti: 

1. Dokumen laporan kinerja Puja Indah. 

2. Arsip surat keputusan bupati atau peraturan terkait inovasi daerah. 

3. Data statistik layanan publik, foto kegiatan, atau laporan tahunan dari Dinas 

Kominfo. 

3.7 Teknik Analisis Data 

       Moleong (2021: 248–252) mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu 

meliputi: 

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

       Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data direduksi akan 



 

29 

 

 

 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila dibutuhkan. 

b. Penyajian Data (Data Display)  

       Maka selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (ConclusionDrawing/Verification) 

       Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung 

oleh data maka akan dapat menjadi teori. 

3.8 Lokasi Waktu Penelitian 

       Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Labuhanbatu Jalan Gose Gautama No. 02, Rantau Selatan, 

Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422. Dengan waktu penelitian pada hari Rabu 11 

Maret 2026. 

3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian 

3.9.1 Sejarah Singkat Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Labuhanbatu 

       Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Labuhanbatu 

merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang penelitian, 

pengkajian, pengembangan, serta inovasi daerah. Keberadaan Balitbang tidak 
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terlepas dari dinamika perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia yang 

menuntut penyusunan kebijakan berbasis data, riset, dan inovasi. 

       Secara historis, pembentukan Balitbang di Kabupaten Labuhanbatu merupakan 

bagian dari evaluasi kebijakan nasional terkait penguatan fungsi penelitian dan 

pengembangan di daerah. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa 

fungsi penelitian dan pengembangan merupakan salah satu unsur penting dalam 

mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui regulasi 

tersebut, pemerintah daerah didorong untuk membentuk perangkat daerah yang 

secara khusus menangani bidang penelitian dan pengembangan. 

       Seiring dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

kemudian membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat 

daerah yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. 

Pada tahap awal, fungsi penelitian dan pengembangan masih terintegrasi dalam 

lembaga perencanaan pembangunan daerah, seperti Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

akan kajian ilmiah yang komprehensif serta penguatan inovasi daerah, fungsi 

tersebut kemudian dipisahkan dan dilembagakan secara lebih khusus melalui 

pembentukan Balitbang. 

       Dalam perkembangannya, Balitbang Kabupaten Labuhanbatu mengalami 

penguatan baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun peran strategisnya dalam 

pembangunan daerah. Penguatan tersebut ditandai dengan diterbitkannya berbagai 
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kebijakan daerah yang mendukung sistem inovasi, antara lain Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 47 

Tahun 2021 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Tahun 2021–2026. 

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan normatif dalam mendorong 

terciptanya inovasi di lingkungan pemerintah daerah sekaligus memperkuat peran 

Balitbang sebagai koordinator dalam pengembangan inovasi daerah. 

       Balitbang Kabupaten Labuhanbatu memiliki fungsi utama dalam 

melaksanakan penelitian, pengkajian kebijakan, pengembangan teknologi tepat 

guna, serta fasilitasi inovasi daerah. Selain itu, Balitbang juga berperan sebagai 

penghubung antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi, lembaga 

penelitian, serta masyarakat dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berbasis 

bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, hasil penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata 

terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik. 

       Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balitbang didukung oleh struktur 

organisasi yang terdiri atas sekretariat dan beberapa bidang teknis, serta sumber 

daya manusia yang meliputi pejabat struktural dan fungsional, termasuk tenaga 

peneliti. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting guna 

memastikan bahwa Balitbang mampu menghasilkan kajian yang berkualitas, 

relevan, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

       Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional 

maupun global, peran Balitbang menjadi semakin signifikan. Hal ini terutama 

dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan 



 

32 

 

 

 

teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik. Oleh karena itu, Balitbang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

penelitian, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi daerah yang mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan secara sistematis 

dan berkelanjutan (Ali & Rizky, 2021). 

       Dengan demikian, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Labuhanbatu merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis ilmiah. Ke 

depan, Balitbang diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas dan kinerjanya 

sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan 

daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. 

3.9.2 Visi dan Misi Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Labuhanbatu 

Visi Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu 

       Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui 

penelitian, pengembangan, dan inovasi yang berdaya saing. 

Misi Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu 

1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengkajian kebijakan daerah 

melalui penyusunan kajian ilmiah yang sistematis, akurat, dan relevan 

dengan kebutuhan pembangunan daerah.  

2. Mengembangkan inovasi daerah yang berdaya saing dengan mendorong 

terciptanya berbagai inovasi di lingkungan perangkat daerah serta 

memfasilitasi evaluasinya.  
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3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

dalam bidang penelitian dan pengembangan guna menghasilkan kinerja 

yang optimal.  

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penelitian, 

perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

5. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar 

dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan efisien. 

3.9.3 Struktur Perangkat Kerja Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Labuhanbatu 

 

Gambar 3.3  Struktur Perangkat Kerja Kantor Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu



 

 

 

34 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

Evaluasi Program Puja Indah dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu. Penelitian ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan salah 

satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung 

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam era digital saat ini, pemerintah 

dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi 

guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta 

mudah diakses oleh masyarakat. 

       Program Puja Indah merupakan salah satu program pelayanan publik berbasis 

digital yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu 

platform aplikasi. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor instansi 

terkait. Melalui program ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan publik. 

       Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan 

Program Puja Indah sebagai bentuk transformasi pelayanan publik menuju sistem 

digital. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, program ini masih 

belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, baik dari 

aspek teknis, infrastruktur, regulasi, maupun kesiapan masyarakat dalam 
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menggunakan layanan berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Puja Indah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu. 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan 

untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Evaluasi Program Puja Indah 

di Kabupaten Labuhanbatu. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan secara 

langsung kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh berbagai 

informasi mengenai pelaksanaan Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu. 

Program ini pada dasarnya telah diperkenalkan dan mulai diterapkan sebagai bentuk 

pelayanan publik berbasis digital. Namun dalam pelaksanaannya, program ini 

masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala baik 

dari aspek teknis, keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, 

maupun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan berbasis 

digital. 

       Hasil penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan 

menurut William N. Dunn yang menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat 

dilihat melalui enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan keenam indikator tersebut, 

peneliti dapat melihat sejauh mana Program Puja Indah telah berjalan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu. 
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4.1.1 Efektivitas 

       Efektivitas merupakan indikator evaluasi yang digunakan untuk melihat 

apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Menurut William N. Dunn, efektivitas 

berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

efektivitas Program Puja Indah dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan berbasis digital 

di Kabupaten Labuhanbatu. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, SE., M.Si selaku Kepala 

Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau mengatakan 

bahwa pelaksanaan Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih 

berada pada tahap pengembangan dan penyesuaian sistem. Program tersebut 

sebenarnya sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk 

pelayanan publik berbasis digital, namun pelaksanaannya masih belum berjalan 

secara optimal. Menurut beliau, tujuan utama dari program ini adalah untuk 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara cepat, 

mudah, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Beliau juga 

menjelaskan bahwa aplikasi Puja Indah belum dapat berjalan secara maksimal 

karena masih terdapat berbagai kendala teknis, terutama pada sistem aplikasi dan 

jaringan internet. Beberapa fitur layanan masih mengalami gangguan dan belum 

dapat digunakan secara sempurna oleh masyarakat. Selain itu, kondisi jaringan 

internet di beberapa wilayah Kabupaten Labuhanbatu masih belum stabil sehingga 

menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital tersebut. Menurut beliau, 
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rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital 

juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan Program Puja 

Indah. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara penggunaan aplikasi 

sehingga lebih memilih menggunakan pelayanan secara langsung dibandingkan 

melalui sistem digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital 

tersebut. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa secara konsep Program Puja Indah sebenarnya telah 

dirancang dengan baik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan 

efisien. Menurut beliau, pelayanan publik berbasis digital dapat membantu 

mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan efektivitas kerja aparatur 

pemerintah. Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa efektivitas program 

masih belum terlihat secara signifikan karena aplikasi belum digunakan secara luas 

oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala teknis 

seperti sistem aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan serta pembaruan 

sistem yang terkadang menyebabkan gangguan pelayanan. Selain itu, masih banyak 

masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam memperoleh 

pelayanan publik. Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan Program Puja 

Indah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat 

dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
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meningkatkan kualitas jaringan internet serta memperkuat sistem aplikasi agar 

pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa Program Puja Indah merupakan langkah awal pemerintah 

daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi 

informasi. Menurut beliau, program ini memiliki tujuan yang baik karena 

masyarakat saat ini cenderung menginginkan pelayanan yang cepat, praktis, dan 

mudah diakses. Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa efektivitas 

program masih belum optimal karena masyarakat belum sepenuhnya memahami 

penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, program masih lebih banyak berada pada 

tahap sosialisasi dan pengenalan sehingga manfaat program belum dapat dirasakan 

secara maksimal oleh masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagian 

masyarakat sebenarnya sudah mulai mengetahui keberadaan Program Puja Indah, 

namun belum seluruh masyarakat mampu menggunakan layanan digital yang 

tersedia di dalam aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan program dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital masih belum 

sepenuhnya tercapai. 

       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa penggunaan aplikasi Puja Indah oleh masyarakat masih tergolong rendah. 

Sebagian masyarakat masih lebih memilih menggunakan pelayanan secara 

langsung dibandingkan melalui aplikasi digital. Selain itu, masih terdapat 
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masyarakat yang belum mengetahui tata cara penggunaan aplikasi serta manfaat 

dari pelayanan berbasis digital tersebut. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu 

masih belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini memiliki tujuan yang 

baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital, namun 

hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai 

kendala seperti keterbatasan jaringan internet, sistem aplikasi yang belum stabil, 

serta rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. 

4.1.2 Efisiensi 

       Efisiensi merupakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang 

digunakan untuk melihat seberapa besar usaha, biaya, tenaga, waktu, dan sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu program 

dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya yang tepat dan tidak berlebihan. Dalam penelitian ini, 

efisiensi Program Puja Indah dilihat dari kesiapan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana pendukung, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam menjalankan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Labuhanbatu. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, S.E., M.Si selaku 

Kepala Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan sumber daya 

manusia yang mampu mendukung pelaksanaan Program Puja Indah. Menurut 

beliau, beberapa pegawai telah diberikan tugas untuk mengoperasikan dan 
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mengawasi sistem pelayanan digital tersebut. Namun demikian, kemampuan 

sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena perkembangan teknologi 

yang terus berubah menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki kemampuan 

teknis yang memadai. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program 

Puja Indah masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efisiensi program. 

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jaringan internet yang belum stabil 

di beberapa wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi tersebut menyebabkan 

pelayanan digital sering mengalami gangguan sehingga proses pelayanan belum 

dapat berjalan secara cepat dan maksimal sebagaimana yang diharapkan. 

       Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa sistem aplikasi Puja Indah masih 

berada pada tahap pengembangan dan penyesuaian. Beberapa fitur layanan 

terkadang mengalami error atau gangguan ketika digunakan oleh masyarakat 

maupun operator pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur pemerintah 

masih harus melakukan pelayanan secara manual dalam beberapa keadaan sehingga 

pelayanan menjadi kurang efisien. Beliau juga menambahkan bahwa dari sisi sarana 

dan prasarana, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menyediakan 

perangkat pendukung seperti komputer dan jaringan internet di kantor pelayanan. 

Namun demikian, fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelayanan 

berbasis digital dapat berjalan lebih optimal dan tidak mengalami hambatan teknis 

yang berulang. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa secara teknis Program Puja Indah sebenarnya dapat 
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membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena pelayanan dapat 

dilakukan secara digital dan terintegrasi. Menurut beliau, sistem digital dapat 

membantu mempercepat proses pelayanan serta mempermudah pengelolaan data 

masyarakat dibandingkan pelayanan manual. Namun demikian, beliau juga 

menjelaskan bahwa efisiensi program masih belum berjalan secara maksimal 

karena masih terdapat beberapa kendala teknis pada sistem aplikasi. Pembaruan 

sistem yang dilakukan secara berkala terkadang menyebabkan gangguan pelayanan 

sehingga operator harus melakukan penyesuaian kembali terhadap sistem yang 

digunakan. Beliau juga mengungkapkan bahwa kesiapan sumber daya manusia 

masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Tidak semua pegawai 

memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem digital sehingga 

diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pelayanan dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kondisi 

jaringan internet juga sangat mempengaruhi efisiensi pelayanan digital. Ketika 

jaringan mengalami gangguan, proses pelayanan menjadi lambat bahkan terkadang 

tidak dapat digunakan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih 

lebih memilih menggunakan pelayanan secara langsung dibandingkan pelayanan 

berbasis aplikasi. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa Program Puja Indah pada dasarnya dirancang untuk 

menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan praktis. Menurut beliau, 

melalui sistem digital masyarakat seharusnya dapat memperoleh pelayanan dengan 
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lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Namun demikian, 

beliau juga menjelaskan bahwa efisiensi program masih belum optimal karena 

masih terdapat keterbatasan pada sarana dan prasarana pendukung. Beberapa 

wilayah masih mengalami keterbatasan akses internet sehingga pelayanan digital 

belum dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat. Beliau juga 

menyampaikan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Aparatur pemerintah 

perlu meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital, sedangkan 

masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai penggunaan layanan 

berbasis aplikasi agar tujuan efisiensi pelayanan dapat tercapai. Selain itu, beliau 

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Puja Indah masih diperlukan 

koordinasi dan penyesuaian yang cukup besar antara pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat karena sistem aplikasi sepenuhnya dikelola oleh pusat. Hal ini 

menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan 

perbaikan sistem secara mandiri ketika terjadi kendala teknis. 

       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa pelaksanaan pelayanan berbasis digital melalui Program Puja Indah masih 

belum sepenuhnya efisien. Hal ini terlihat dari masih adanya gangguan sistem 

aplikasi, keterbatasan jaringan internet, serta penggunaan pelayanan manual yang 

masih sering dilakukan ketika aplikasi mengalami kendala. Selain itu, sebagian 

masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital 

sehingga pelayanan belum berjalan secara praktis sebagaimana tujuan awal 

program. 
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       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa efisiensi Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu masih 

belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini dirancang untuk menciptakan 

pelayanan publik yang lebih cepat, praktis, dan efisien melalui sistem digital, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan 

sumber daya manusia, gangguan sistem aplikasi, keterbatasan jaringan internet, 

serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta perbaikan sistem aplikasi agar efisiensi pelayanan 

publik melalui Program Puja Indah dapat tercapai secara maksimal. 

4.1.3 Kecukupan 

       Kecukupan merupakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang 

digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan mampu 

memecahkan masalah yang ada. Suatu program dikatakan memiliki kecukupan 

apabila hasil yang dicapai dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

menjadi tujuan utama dari program tersebut. Dalam penelitian ini, kecukupan 

Program Puja Indah dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mengatasi 

permasalahan pelayanan publik serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, S.E., M.Si selaku 

Kepala Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa Program Puja Indah pada dasarnya dirancang untuk membantu 

mengatasi berbagai permasalahan pelayanan publik yang sebelumnya masih 
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dilakukan secara manual. Menurut beliau, sebelum adanya program ini masyarakat 

harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengurus administrasi sehingga 

proses pelayanan memerlukan waktu yang cukup lama. Beliau juga menjelaskan 

bahwa melalui sistem pelayanan berbasis digital, masyarakat diharapkan dapat 

memperoleh pelayanan secara lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Program 

Puja Indah dirancang agar masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan 

publik hanya melalui aplikasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana 

dan efisien. Namun demikian, beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini Program 

Puja Indah masih belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pelayanan 

publik secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena program masih berada 

pada tahap pengembangan sehingga belum seluruh layanan dapat digunakan secara 

optimal oleh masyarakat. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala teknis yang 

menyebabkan pelayanan digital belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

       Beliau juga mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat memang sudah mulai 

mengetahui keberadaan Program Puja Indah, namun belum seluruh masyarakat 

mampu menggunakan layanan digital tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan 

tujuan program dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan publik 

belum sepenuhnya tercapai. Menurut beliau, meskipun pelaksanaan program masih 

menghadapi berbagai kendala, Program Puja Indah tetap memiliki potensi yang 

cukup besar dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus berupaya 

melakukan pengembangan sistem serta meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat agar program dapat berjalan lebih optimal. 
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       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa Program Puja Indah sebenarnya dapat menjadi solusi 

dalam meningkatkan pelayanan publik karena sistem digital mampu mempercepat 

proses pelayanan dan mempermudah pengelolaan data masyarakat. Menurut beliau, 

dengan adanya pelayanan berbasis digital, masyarakat seharusnya tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi maupun layanan administrasi 

karena seluruh layanan dapat diakses secara lebih praktis melalui aplikasi. Selain 

itu, sistem digital juga dapat membantu aparatur pemerintah dalam memberikan 

pelayanan yang lebih cepat dan terstruktur. Namun demikian, beliau juga 

menjelaskan bahwa kecukupan program masih belum optimal karena aplikasi 

belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat 

yang belum memahami penggunaan layanan digital sehingga pelayanan secara 

manual masih lebih sering digunakan dibandingkan pelayanan berbasis aplikasi.  

       Beliau juga menyampaikan bahwa keterbatasan jaringan internet menjadi salah 

satu faktor yang menyebabkan Program Puja Indah belum sepenuhnya mampu 

mengatasi masalah pelayanan publik. Ketika jaringan internet mengalami 

gangguan, masyarakat menjadi kesulitan mengakses layanan sehingga tujuan 

program dalam mempermudah pelayanan belum dapat dirasakan secara maksimal. 

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa beberapa fitur layanan pada aplikasi masih 

dalam tahap pengembangan sehingga belum seluruh kebutuhan pelayanan 

masyarakat dapat dipenuhi melalui sistem digital tersebut. Oleh karena itu, 
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pemerintah masih perlu melakukan pengembangan sistem agar program dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa Program Puja Indah merupakan salah satu langkah 

pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang lebih modern dan mudah diakses. Menurut beliau, masyarakat saat ini 

menginginkan pelayanan yang cepat, praktis, dan tidak berbelit-belit sehingga 

pelayanan berbasis digital sebenarnya sangat dibutuhkan. Dengan adanya Program 

Puja Indah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan secara lebih 

mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Namun demikian, beliau 

juga menjelaskan bahwa hingga saat ini manfaat program belum sepenuhnya 

dirasakan oleh seluruh masyarakat karena pelaksanaan program masih belum 

optimal. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara penggunaan aplikasi 

sehingga belum dapat memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Beliau juga 

menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan 

jaringan internet masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital. 

Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik berbasis aplikasi belum dapat 

menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal. Selain itu, beliau menjelaskan 

bahwa meskipun program ini belum sepenuhnya berjalan optimal, keberadaan 

Program Puja Indah tetap memberikan perubahan dalam sistem pelayanan publik. 

Menurut beliau, program ini telah menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam 

mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi di Kabupaten Labuhanbatu. 
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       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa Program Puja Indah masih belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai 

permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini terlihat dari 

masih rendahnya penggunaan aplikasi oleh masyarakat serta masih adanya 

pelayanan yang dilakukan secara manual. Selain itu, sebagian masyarakat juga 

masih belum memahami penggunaan layanan digital sehingga manfaat program 

belum dirasakan secara merata. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kecukupan Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu 

masih belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini dirancang untuk 

membantu mengatasi berbagai permasalahan pelayanan publik melalui sistem 

digital, namun hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya mampu menyelesaikan 

masalah pelayanan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala seperti 

keterbatasan jaringan internet, sistem aplikasi yang masih dalam tahap 

pengembangan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan 

layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan, 

penguatan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada 

masyarakat agar Program Puja Indah dapat memberikan manfaat yang lebih 

maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten 

Labuhanbatu. 

 

 

 



 

48 

 

 

 

4.1.4 Pemerataan 

       Pemerataan merupakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang 

digunakan untuk melihat apakah biaya dan manfaat dari suatu program telah 

didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. 

Pemerataan berkaitan dengan sejauh mana seluruh masyarakat dapat memperoleh 

manfaat yang sama dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program tanpa adanya 

perbedaan akses maupun pelayanan. Dalam penelitian ini, pemerataan Program 

Puja Indah dilihat dari sejauh mana seluruh masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu 

dapat mengetahui, mengakses, dan memanfaatkan layanan publik berbasis digital 

yang disediakan melalui aplikasi tersebut. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, S.E., M.Si selaku 

Kepala Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memperkenalkan Program 

Puja Indah kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik berbasis digital. 

Menurut beliau, program ini dirancang agar seluruh masyarakat dapat memperoleh 

kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik melalui satu platform 

aplikasi. Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan 

sosialisasi terkait penggunaan Program Puja Indah kepada masyarakat, namun 

pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Menurut beliau, masih 

terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi tersebut 

maupun jenis layanan yang tersedia di dalamnya. Selain itu, beliau menyampaikan 

bahwa kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah 

Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan 
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akses layanan digital. Beberapa daerah masih mengalami gangguan jaringan 

internet sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan 

melalui aplikasi Puja Indah.  

       Beliau juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah 

perkotaan cenderung lebih mudah mengakses layanan digital dibandingkan 

masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. 

Kondisi tersebut menyebabkan manfaat Program Puja Indah belum dapat dirasakan 

secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurut beliau, selain keterbatasan 

jaringan internet, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi 

digital juga mempengaruhi pemerataan pelayanan. Sebagian masyarakat, 

khususnya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, masih 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pelayanan publik tersebut. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa secara sistem Program Puja Indah sebenarnya dirancang 

agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu tanpa 

adanya perbedaan pelayanan. Menurut beliau, seluruh masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik berbasis digital tersebut. 

Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya 

pemerataan layanan masih belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala 

teknis yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap aplikasi. Salah satu kendala 

utama adalah jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten 

Labuhanbatu. Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat yang berada di daerah 
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dengan akses internet yang kurang baik sering mengalami kesulitan ketika 

menggunakan aplikasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih 

lebih memilih menggunakan pelayanan secara langsung dibandingkan pelayanan 

berbasis digital. 

       Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki 

perangkat teknologi yang memadai untuk mengakses layanan digital. Sebagian 

masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan smartphone maupun 

perangkat pendukung lainnya sehingga pelayanan berbasis aplikasi belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau juga 

menjelaskan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan 

dalam pemerataan pelayanan publik berbasis digital. Masih terdapat masyarakat 

yang belum memahami tata cara penggunaan aplikasi sehingga pemerintah perlu 

melakukan sosialisasi dan pendampingan secara lebih intensif agar seluruh 

masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang tersedia. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa Program Puja Indah merupakan program yang bertujuan 

untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara 

merata. Menurut beliau, melalui sistem pelayanan digital pemerintah berharap 

masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih cepat dan mudah tanpa 

harus dibatasi oleh jarak maupun waktu. Namun demikian, beliau juga menjelaskan 

bahwa pemerataan manfaat program masih belum sepenuhnya tercapai karena 

masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Program Puja 
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Indah. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami cara penggunaan 

layanan digital yang tersedia di dalam aplikasi. Beliau juga menyampaikan bahwa 

masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet masih 

mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan digital. Kondisi tersebut 

menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. 

       Selain itu, beliau menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang terbiasa 

menggunakan teknologi digital cenderung lebih mudah memanfaatkan layanan 

aplikasi dibandingkan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan 

teknologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan sosialisasi 

dan edukasi secara berkelanjutan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh 

manfaat yang sama dari pelaksanaan Program Puja Indah. Beliau juga 

menambahkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya meningkatkan 

pemerataan pelayanan dengan menyediakan pelayanan secara langsung bagi 

masyarakat yang belum dapat menggunakan aplikasi digital. Hal tersebut dilakukan 

agar masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan publik meskipun belum mampu 

mengakses layanan berbasis aplikasi. 

       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa pemerataan pelayanan melalui Program Puja Indah masih belum berjalan 

secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum 

mengetahui keberadaan program serta masih rendahnya penggunaan aplikasi di 

beberapa wilayah. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah dengan 
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keterbatasan jaringan internet masih mengalami kesulitan dalam mengakses 

layanan digital sehingga pelayanan belum dapat dirasakan secara merata. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pemerataan Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu 

masih belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini dirancang untuk 

memberikan pelayanan publik berbasis digital kepada seluruh masyarakat, namun 

manfaat program belum dapat dirasakan secara merata karena masih terdapat 

berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital 

masyarakat, serta keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki masyarakat. Oleh 

karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, perluasan sosialisasi, 

serta edukasi kepada masyarakat agar pemerataan pelayanan publik melalui 

Program Puja Indah dapat tercapai secara maksimal di seluruh wilayah Kabupaten 

Labuhanbatu. 

4.1.5 Responsivitas 

       Responsivitas merupakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang 

digunakan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu 

memenuhi kebutuhan, harapan, serta kepuasan masyarakat sebagai kelompok 

sasaran. Responsivitas berkaitan dengan bagaimana tanggapan masyarakat 

terhadap pelaksanaan suatu program, apakah program tersebut sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, serta bagaimana pemerintah merespon berbagai keluhan 

dan masukan yang muncul selama pelaksanaan program berlangsung. Dalam 

penelitian ini, responsivitas Program Puja Indah dilihat dari respon masyarakat 

terhadap pelayanan publik berbasis digital, dukungan masyarakat terhadap 
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penerapan sistem pelayanan digital, serta berbagai keluhan yang muncul dalam 

pelaksanaan program di Kabupaten Labuhanbatu. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, S.E., M.Si selaku 

Kepala Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa secara umum masyarakat memberikan respon yang cukup baik 

terhadap keberadaan Program Puja Indah. Menurut beliau, masyarakat menilai 

bahwa pelayanan publik berbasis digital merupakan langkah yang positif karena 

dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan tanpa harus datang 

langsung ke kantor pemerintahan. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian 

masyarakat mendukung penerapan pelayanan publik berbasis digital karena 

dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Masyarakat mulai menyadari bahwa 

perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah 

berbagai kebutuhan pelayanan administrasi dan informasi publik. Oleh karena itu, 

keberadaan Program Puja Indah dinilai sebagai bentuk penyesuaian pelayanan 

publik dengan perkembangan zaman. Namun demikian, beliau juga 

mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai keluhan dari masyarakat terkait 

pelaksanaan Program Puja Indah. Salah satu keluhan yang paling sering 

disampaikan adalah gangguan sistem aplikasi yang terkadang sulit diakses atau 

mengalami error ketika digunakan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan 

kondisi jaringan internet yang tidak stabil sehingga pelayanan digital belum dapat 

digunakan secara maksimal. 

       Beliau juga menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami 

kesulitan dalam memahami cara penggunaan aplikasi digital. Kondisi tersebut 
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menyebabkan masyarakat masih lebih nyaman menggunakan pelayanan secara 

langsung dibandingkan pelayanan berbasis aplikasi. Oleh karena itu, menurut 

beliau pemerintah daerah masih perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan 

kepada masyarakat agar penggunaan layanan digital dapat berjalan lebih baik. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa respon masyarakat terhadap Program Puja Indah cukup 

beragam. Menurut beliau, sebagian masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan 

teknologi digital memberikan respon positif terhadap program tersebut karena 

pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun 

demikian, beliau juga menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum 

sepenuhnya mendukung pelayanan berbasis digital karena merasa kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi. Sebagian masyarakat masih lebih terbiasa dengan 

pelayanan manual sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan 

sistem pelayanan digital. Beliau juga mengungkapkan bahwa beberapa keluhan 

masyarakat berkaitan dengan sistem aplikasi yang masih dalam tahap 

pengembangan. Terkadang aplikasi mengalami gangguan atau proses pelayanan 

menjadi lambat ketika jaringan internet tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan 

masyarakat merasa pelayanan digital belum sepenuhnya efektif dan praktis. Selain 

itu, beliau menyampaikan bahwa masyarakat juga mengharapkan adanya pelayanan 

yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Menurut beliau, pemerintah perlu 

memperbaiki tampilan dan sistem aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh seluruh 
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lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan 

teknologi digital. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa pada dasarnya masyarakat mendukung adanya inovasi 

pelayanan publik berbasis digital karena pelayanan yang cepat dan mudah sangat 

dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Menurut beliau, perkembangan teknologi 

informasi membuat masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih praktis dan 

tidak berbelit-belit. Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa respon 

masyarakat masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap penggunaan 

teknologi digital. Sebagian masyarakat yang sudah memahami penggunaan aplikasi 

memberikan tanggapan positif terhadap Program Puja Indah, sedangkan 

masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi masih merasa kesulitan 

dalam memanfaatkan layanan digital tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa 

keluhan masyarakat sebagian besar berkaitan dengan akses jaringan internet, proses 

login aplikasi, serta gangguan sistem pelayanan yang terkadang tidak berjalan 

dengan baik. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengeluhkan kurangnya 

informasi dan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Puja Indah. 

Menurut beliau, pemerintah daerah perlu lebih responsif dalam menanggapi 

berbagai keluhan masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

digital dapat meningkat. Selain itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem secara 

berkala agar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih optimal dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa sebagian masyarakat memberikan respon positif terhadap keberadaan 

Program Puja Indah karena dinilai mampu memberikan kemudahan dalam 

memperoleh pelayanan publik. Namun di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang 

merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital sehingga lebih memilih 

pelayanan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga masih mengeluhkan 

gangguan jaringan internet dan sistem aplikasi yang belum stabil ketika digunakan. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa responsivitas Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu 

masih belum berjalan secara optimal. Meskipun sebagian masyarakat memberikan 

respon positif dan mendukung pelayanan publik berbasis digital, namun masih 

terdapat berbagai keluhan terkait gangguan sistem aplikasi, keterbatasan jaringan 

internet, serta rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan 

digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan 

digital, memperbaiki sistem aplikasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, 

serta lebih responsif dalam menanggapi berbagai keluhan agar Program Puja Indah 

dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4.1.6 Ketetapan 

       Ketepatan merupakan indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang 

digunakan untuk melihat apakah hasil atau tujuan dari suatu kebijakan benar-benar 

berguna, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan 

berkaitan dengan nilai manfaat suatu program, apakah program tersebut memang 

layak diterapkan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
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dihadapi masyarakat. Dalam penelitian ini, ketepatan Program Puja Indah dilihat 

dari sejauh mana program tersebut sesuai untuk meningkatkan pelayanan publik di 

Kabupaten Labuhanbatu serta apakah digitalisasi pelayanan publik sudah sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Zuhri, S.E., M.Si selaku 

Kepala Dinas pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.00–08.40 WIB, beliau 

menjelaskan bahwa Program Puja Indah merupakan program yang tepat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu. Menurut 

beliau, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut pemerintah untuk 

mampu menyesuaikan sistem pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang 

semakin modern dan praktis. Beliau juga menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan 

publik menjadi langkah yang penting karena masyarakat saat ini menginginkan 

pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak memerlukan proses yang panjang. Dengan 

adanya Program Puja Indah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan 

publik hanya melalui aplikasi digital tanpa harus datang langsung ke kantor 

pemerintahan. Menurut beliau, kondisi tersebut tentunya dapat membantu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efektif dan efisien. 

Namun demikian, beliau juga mengungkapkan bahwa meskipun program ini dinilai 

tepat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan 

manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Beberapa kendala 

tersebut antara lain keterbatasan jaringan internet, sistem aplikasi yang masih dalam 

tahap pengembangan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

penggunaan layanan digital.  
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       Beliau juga menyampaikan bahwa tujuan Program Puja Indah sebenarnya 

sudah sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Labuhanbatu, khususnya dalam 

upaya meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Akan tetapi, pemerintah 

daerah masih perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi 

masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam 

penggunaan teknologi digital. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Rizky selaku Pranata 

Komputer Ahli Pratama pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 08.40–09.00 WIB, 

beliau menjelaskan bahwa Program Puja Indah merupakan langkah yang tepat 

dalam mendukung modernisasi pelayanan publik di daerah. Menurut beliau, 

penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik dapat membantu pemerintah 

dalam meningkatkan kecepatan pelayanan, pengelolaan data, serta transparansi 

pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa digitalisasi 

pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan pada era perkembangan teknologi saat 

ini. Sebagian besar masyarakat mulai terbiasa menggunakan teknologi digital 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga pelayanan publik juga perlu mengikuti 

perkembangan tersebut agar pelayanan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Namun demikian, beliau juga mengungkapkan bahwa 

penerapan program harus disesuaikan dengan kesiapan masyarakat dan kondisi 

infrastruktur di daerah. Menurut beliau, masih terdapat sebagian masyarakat yang 

belum memahami penggunaan aplikasi digital sehingga pemerintah perlu 

melakukan pendampingan dan edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan 

layanan dengan baik. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa keberhasilan Program 
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Puja Indah tidak hanya ditentukan oleh sistem aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan 

jaringan internet dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan infrastruktur 

dan peningkatan kualitas pelayanan agar tujuan program dapat tercapai secara 

maksimal. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Penelaah Teknis 

Kebijakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, beliau 

menyampaikan bahwa Program Puja Indah merupakan program yang sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan publik saat ini. Menurut beliau, masyarakat saat ini 

menginginkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel sehingga sistem 

pelayanan berbasis digital menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Beliau juga menjelaskan bahwa tujuan Program Puja Indah pada 

dasarnya sudah sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Labuhanbatu karena 

pemerintah daerah memang membutuhkan inovasi pelayanan yang lebih modern 

dan terintegrasi. Program ini dinilai mampu membantu pemerintah dalam 

menciptakan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan. 

Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program masih 

perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama terkait tingkat literasi 

digital yang masih berbeda-beda. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan 

yang sama dalam menggunakan teknologi digital sehingga pemerintah perlu 

memberikan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan agar manfaat program 

dapat dirasakan secara lebih luas. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa ketepatan 

program juga dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Apabila 



 

60 

 

 

 

jaringan internet dan sistem aplikasi belum berjalan dengan baik, maka tujuan 

program dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik akan sulit tercapai secara 

maksimal. 

       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa Program Puja Indah pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan publik di era digital saat ini. Program ini memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara lebih cepat dan praktis. Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala teknis dan 

keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan manfaat program belum sepenuhnya 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ketepatan Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu 

sudah cukup baik karena program ini dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan perkembangan pelayanan publik di era digital. Program ini dianggap tepat 

dalam mendukung modernisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan berbagai 

perbaikan seperti peningkatan infrastruktur jaringan internet, penguatan sistem 

aplikasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan 

digital agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat 

yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. 
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4.2 Pembahasan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

Evaluasi Program Puja Indah dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa Program Puja Indah 

merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini 

diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif, 

efisien, serta transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian 

ini, evaluasi Program Puja Indah dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan 

menurut William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator 

tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana program mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui bahwa Program Puja Indah pada dasarnya telah 

menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam melakukan transformasi 

pelayanan publik menuju sistem digital. Namun demikian, pelaksanaan program 

masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi teknis, infrastruktur, sumber daya 

manusia, maupun kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. 

4.2.1 Efektivitas 

       Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu masih belum berjalan secara optimal. Secara umum, program ini telah 

dirancang sebagai bentuk pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan untuk 



 

62 

 

 

 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan secara cepat, praktis, dan 

efisien. Kehadiran Program Puja Indah menunjukkan adanya upaya pemerintah 

daerah dalam menyesuaikan sistem pelayanan publik dengan perkembangan 

teknologi informasi di era digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat diharapkan 

dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor 

pemerintahan sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah dan hemat waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa secara 

konsep Program Puja Indah telah memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan publik modern. Program ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital yang lebih efektif 

dibandingkan pelayanan konvensional. Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga 

diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean 

masyarakat, serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

       Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program 

tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat 

penggunaan aplikasi oleh masyarakat serta belum optimalnya sistem pelayanan 

yang tersedia di dalam aplikasi. Beberapa fitur layanan masih mengalami gangguan 

dan belum dapat digunakan secara maksimal sehingga pelayanan digital belum 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik 

masih menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di 

beberapa wilayah Kabupaten Labuhanbatu juga menjadi salah satu faktor utama 
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yang mempengaruhi efektivitas program. Akses internet yang belum stabil 

menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan 

digital. Tidak hanya itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

penggunaan teknologi digital juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. 

Sebagian masyarakat masih lebih memilih menggunakan pelayanan secara 

langsung dibandingkan melalui aplikasi karena belum memahami cara penggunaan 

layanan digital tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program Puja 

Indah masih lebih banyak berada pada tahap sosialisasi dan pengenalan kepada 

masyarakat. Artinya, manfaat program belum sepenuhnya dapat dirasakan secara 

luas oleh masyarakat. Pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai upaya 

lanjutan seperti peningkatan sosialisasi, edukasi penggunaan aplikasi, serta 

penguatan sistem pelayanan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (F. 

Saputra, 2023)yang menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital 

memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun 

keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi serta 

kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, penelitian 

oleh (Hasanah et al., 2024) juga menyatakan bahwa pelayanan publik berbasis 

teknologi digital sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan 

internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia 

dalam mengoperasikan sistem pelayanan berbasis teknologi.   
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       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi yang terjadi pada 

Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu memiliki kesamaan, yaitu belum 

optimalnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital akibat keterbatasan 

infrastruktur serta rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan 

teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program digital tidak hanya 

bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung 

dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

       Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara 

maksimal. Meskipun program ini telah dirancang untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui sistem digital, namun hasil yang diharapkan belum 

sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan 

jaringan internet, sistem aplikasi yang belum stabil, serta rendahnya literasi digital 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah 

daerah dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan digital, memperluas 

sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat infrastruktur teknologi agar tujuan 

program dapat tercapai secara efektif.      

4.2.2 Efisiensi 

       Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu masih belum berjalan secara optimal. Program ini pada dasarnya 

dirancang untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, praktis, dan hemat 

waktu melalui sistem pelayanan berbasis digital. Dengan adanya aplikasi Puja 

Indah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan tanpa harus datang 
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langsung ke kantor pemerintahan sehingga biaya, tenaga, dan waktu yang 

digunakan dalam proses pelayanan dapat diminimalisir. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah telah 

berupaya menyediakan sumber daya manusia dan sarana pendukung untuk 

menjalankan program tersebut. Beberapa pegawai telah diberikan tugas untuk 

mengoperasikan sistem pelayanan digital serta membantu proses pelayanan kepada 

masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyediakan perangkat 

pendukung seperti komputer dan jaringan internet di kantor pelayanan guna 

mendukung pelaksanaan program berbasis digital tersebut. Namun demikian, 

efisiensi program masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat 

berbagai kendala teknis maupun non teknis. Salah satu kendala utama adalah 

keterbatasan jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah Kabupaten 

Labuhanbatu. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan digital sering mengalami 

gangguan sehingga proses pelayanan belum dapat berjalan secara cepat dan efektif 

sebagaimana yang diharapkan. 

       Selain itu, sistem aplikasi Puja Indah juga masih berada pada tahap 

pengembangan dan penyesuaian. Pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala 

terkadang menyebabkan gangguan pelayanan sehingga operator harus melakukan 

penyesuaian kembali terhadap sistem yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan 

aparatur pemerintah masih harus melakukan pelayanan secara manual ketika 

aplikasi mengalami kendala, sehingga tujuan efisiensi pelayanan belum dapat 

tercapai secara maksimal. Dari sisi sumber daya manusia, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa kemampuan aparatur pemerintah dalam mengoperasikan 
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sistem digital masih perlu ditingkatkan. Tidak semua pegawai memiliki 

kemampuan teknis yang sama dalam menjalankan pelayanan berbasis aplikasi. 

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia secara berkelanjutan agar pelayanan digital dapat berjalan lebih efisien dan 

optimal. Selain aparatur pemerintah, kesiapan masyarakat juga menjadi faktor 

penting dalam mendukung efisiensi pelayanan digital. Sebagian masyarakat masih 

mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital sehingga lebih memilih 

menggunakan pelayanan secara langsung dibandingkan melalui sistem online. 

Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan digital belum mampu sepenuhnya 

menggantikan pelayanan manual. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sellfia et al., 2021). mengenai 

inovasi pelayanan publik berbasis e-government juga menjelaskan bahwa 

keberhasilan pelayanan digital sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem aplikasi, 

kesiapan aparatur pemerintah, serta dukungan jaringan internet yang memadai.  

Penelitian lain oleh (Farhan, 2023) juga menjelaskan bahwa inovasi pelayanan 

publik di pemerintah daerah memerlukan kesiapan kelembagaan, dukungan 

teknologi, serta kemampuan aparatur agar tujuan efisiensi pelayanan dapat tercapai 

secara optimal.  

       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi Program Puja 

Indah di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesamaan, yaitu masih terdapat 

berbagai hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien melalui 

sistem digital. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jaringan internet, gangguan 
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sistem aplikasi, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya 

optimal. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi Program Puja Indah di 

Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun 

program ini telah dirancang untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat 

dan praktis melalui sistem digital, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

berbagai kendala yang mempengaruhi efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta perbaikan sistem aplikasi agar pelayanan publik 

berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

4.2.3 Kecukupan 

       Berdasarkan hasil penelitian, kecukupan Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu masih belum berjalan secara optimal dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Kecukupan dalam evaluasi 

kebijakan menurut William N. Dunn berkaitan dengan sejauh mana hasil dari suatu 

program mampu menjawab dan memecahkan masalah yang menjadi tujuan utama 

kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kecukupan Program Puja Indah 

dilihat dari kemampuan program dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

serta membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan 

efisien melalui sistem digital. 
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       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Puja Indah pada dasarnya telah 

dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan pelayanan publik konvensional 

yang selama ini dianggap kurang efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama. 

Kehadiran program berbasis digital ini diharapkan mampu mengurangi berbagai 

kendala pelayanan manual seperti antrean panjang, keterlambatan pelayanan, serta 

keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Dengan adanya 

sistem digital, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan secara lebih 

praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Program 

Puja Indah memang telah memberikan perubahan dalam sistem pelayanan publik 

di Kabupaten Labuhanbatu. Program ini mulai memberikan alternatif pelayanan 

yang lebih modern dan berbasis teknologi sehingga masyarakat memiliki pilihan 

untuk mengakses pelayanan secara online. Selain itu, keberadaan aplikasi Puja 

Indah juga dinilai mampu membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem 

pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Namun demikian, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kecukupan program dalam menyelesaikan 

permasalahan pelayanan publik masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena 

program belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. 

Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan 

digital karena keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Selain itu, tidak seluruh 

wilayah memiliki akses jaringan internet yang memadai sehingga pelayanan 

berbasis aplikasi belum dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat 

Kabupaten Labuhanbatu. Selain faktor masyarakat, sistem aplikasi yang masih 



 

69 

 

 

 

dalam tahap pengembangan juga mempengaruhi kecukupan program dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa fitur layanan masih belum berjalan 

secara maksimal sehingga pelayanan digital belum mampu sepenuhnya 

menggantikan pelayanan manual. Akibatnya, sebagian masyarakat masih lebih 

memilih menggunakan pelayanan secara langsung karena dianggap lebih mudah 

dan lebih cepat dibandingkan melalui aplikasi. 

       Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat Program Puja Indah 

sebenarnya sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama dalam hal 

kemudahan memperoleh informasi pelayanan serta akses layanan secara online. 

Namun demikian, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara menyeluruh 

karena penggunaan aplikasi masih terbatas dan belum sepenuhnya dipahami oleh 

masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mampu 

menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang menjadi tujuan utama 

kebijakan tersebut. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Anggraini, n.d.) yang 

menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, namun keberhasilannya sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung yang memadai. 

Selain itu, penelitian oleh (Rahmawati, 2024) mengenai pelayanan publik berbasis 

digital juga menyatakan bahwa program pelayanan digital belum sepenuhnya 

mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik apabila masih terdapat 

keterbatasan akses internet serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi informasi.  
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       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi Program Puja 

Indah di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesamaan, yaitu program digital 

telah memberikan perubahan dalam pelayanan publik namun belum sepenuhnya 

mampu menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan secara menyeluruh. Faktor 

keterbatasan infrastruktur, kesiapan masyarakat, serta sistem aplikasi yang belum 

optimal menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan program. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecukupan Program Puja Indah di 

Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun 

program ini telah memberikan alternatif pelayanan publik berbasis digital yang 

lebih modern dan praktis, namun program belum sepenuhnya mampu mengatasi 

berbagai permasalahan pelayanan publik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan kualitas sistem aplikasi, penguatan infrastruktur jaringan internet, serta 

peningkatan literasi digital masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan 

secara lebih luas dan tujuan pelayanan publik berbasis digital dapat tercapai secara 

optimal. 

4.2.4 Pemerataan 

       Berdasarkan hasil penelitian, pemerataan Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu masih belum berjalan secara optimal. Pemerataan dalam evaluasi 

kebijakan menurut William N. Dunn berkaitan dengan bagaimana manfaat dan 

pelayanan dari suatu program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok 

masyarakat tanpa adanya perbedaan akses maupun kesempatan dalam memperoleh 

pelayanan. Dalam penelitian ini, pemerataan Program Puja Indah dilihat dari sejauh 
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mana seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui, mengakses, 

dan memanfaatkan layanan digital yang tersedia dalam aplikasi tersebut. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Puja Indah pada dasarnya 

dirancang untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh masyarakat 

Kabupaten Labuhanbatu melalui sistem pelayanan berbasis digital. Dengan adanya 

aplikasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat dari berbagai wilayah dapat 

memperoleh akses pelayanan publik secara lebih cepat dan praktis tanpa harus 

datang langsung ke kantor pemerintahan. Program ini juga diharapkan mampu 

menciptakan pelayanan publik yang lebih merata karena layanan dapat diakses 

kapan saja dan di mana saja selama masyarakat memiliki jaringan internet.  

       Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, 

diketahui bahwa pemerataan pelayanan dalam Program Puja Indah masih belum 

sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan akses layanan 

antara masyarakat yang berada di wilayah dengan jaringan internet yang baik dan 

masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Sebagian 

masyarakat di daerah tertentu masih mengalami kesulitan dalam mengakses 

aplikasi karena kondisi jaringan yang tidak stabil sehingga pelayanan digital belum 

dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa belum seluruh masyarakat mengetahui keberadaan Program Puja Indah. 

Sosialisasi program yang masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum 

memahami fungsi, manfaat, maupun tata cara penggunaan aplikasi pelayanan 

digital tersebut. Kondisi ini menyebabkan tingkat penggunaan layanan digital 

masih rendah dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Faktor lain yang 
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mempengaruhi pemerataan program adalah tingkat literasi digital masyarakat yang 

masih berbeda-beda. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi digital 

cenderung lebih mudah memanfaatkan layanan aplikasi, sedangkan masyarakat 

yang kurang memahami penggunaan teknologi masih mengalami kesulitan dalam 

mengakses pelayanan berbasis digital. Akibatnya, manfaat program belum dapat 

dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. 

       Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya 

menghadirkan pelayanan berbasis digital yang lebih modern, namun dalam 

praktiknya sebagian masyarakat masih lebih memilih menggunakan pelayanan 

secara langsung di kantor pemerintahan. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

merasa lebih mudah memperoleh pelayanan secara tatap muka dibandingkan 

menggunakan aplikasi digital yang belum sepenuhnya dipahami. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Yuningsih et al., 2022) 

yang menjelaskan bahwa pemerataan pelayanan publik berbasis digital sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi dan tingkat literasi digital 

masyarakat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa keterbatasan jaringan internet 

menyebabkan pelayanan digital belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh 

masyarakat. Selain itu, penelitian oleh (Rahman, 2021)mengenai digitalisasi 

pelayanan publik juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemerataan pelayanan 

digital membutuhkan sosialisasi yang luas serta dukungan infrastruktur teknologi 

yang memadai agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam 

mengakses pelayanan publik berbasis aplikasi. 
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       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi Program Puja 

Indah di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesamaan, yaitu belum meratanya 

akses dan pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital di seluruh lapisan 

masyarakat. Faktor keterbatasan jaringan internet, rendahnya tingkat sosialisasi, 

serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi 

hambatan utama dalam pemerataan program. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerataan Program Puja Indah 

di Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun 

program ini telah dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih mudah 

dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui sistem digital, namun manfaat 

program belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan infrastruktur jaringan internet, perluasan sosialisasi program, serta 

peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan publik berbasis digital dapat 

diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten 

Labuhanbatu. 

4.2.5 Responsivitas 

       Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu menunjukkan bahwa program ini pada dasarnya memperoleh respon 

yang cukup baik dari masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai kendala. Responsivitas dalam evaluasi kebijakan menurut 

William N. Dunn berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program 

mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan masyarakat sebagai penerima 

layanan. Dalam penelitian ini, responsivitas Program Puja Indah dilihat dari 
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tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital serta bagaimana 

program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memberikan respon 

positif terhadap keberadaan Program Puja Indah karena program ini dianggap 

sebagai bentuk kemajuan pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu. Masyarakat 

menilai bahwa pelayanan berbasis digital merupakan kebutuhan yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi saat ini. Kehadiran aplikasi Puja Indah dianggap mampu 

memberikan alternatif pelayanan yang lebih praktis dibandingkan sistem pelayanan 

konvensional yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor 

pemerintahan. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa 

masyarakat pada dasarnya mendukung penerapan pelayanan publik berbasis digital 

karena dinilai dapat membantu mempermudah proses pelayanan. Program ini 

dianggap mampu menghemat waktu dan tenaga masyarakat, terutama dalam 

memperoleh informasi pelayanan maupun pengurusan administrasi tertentu. Selain 

itu, sistem digital juga dinilai lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman 

sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Namun demikian, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap Program Puja 

Indah belum sepenuhnya positif. Hal ini disebabkan karena masih terdapat berbagai 

kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait dengan sistem aplikasi dan 

jaringan internet yang belum stabil. Sebagian masyarakat mengeluhkan bahwa 

aplikasi terkadang sulit diakses atau mengalami gangguan ketika digunakan. 
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Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa pelayanan digital belum 

sepenuhnya memberikan kemudahan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital juga 

mempengaruhi tingkat responsivitas program. Sebagian masyarakat, khususnya 

yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, masih mengalami kesulitan 

dalam mengoperasikan layanan yang tersedia dalam aplikasi Puja Indah. 

Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan pelayanan secara 

langsung dibandingkan melalui aplikasi digital. 

       Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya 

peningkatan kualitas pelayanan dalam Program Puja Indah, terutama terkait 

kemudahan akses aplikasi, stabilitas jaringan internet, serta penyederhanaan sistem 

pelayanan digital. Masyarakat juga mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih 

intensif dari pemerintah agar masyarakat lebih memahami manfaat dan tata cara 

penggunaan aplikasi pelayanan publik tersebut. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniawan et al., 2023)yang 

menjelaskan bahwa respons masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital 

pada umumnya cukup positif karena dianggap mampu memberikan kemudahan dan 

efisiensi pelayanan. Namun demikian, keberhasilan pelayanan digital sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sistem aplikasi serta kesiapan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi informasi.  Selain itu, penelitian oleh (Delina et al., 2025) 

juga menjelaskan bahwa pelayanan publik berbasis teknologi akan memperoleh 

respon yang baik dari masyarakat apabila sistem pelayanan dapat berjalan secara 
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stabil, mudah digunakan, serta didukung oleh sosialisasi yang efektif dari 

pemerintah. 

       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi Program Puja 

Indah di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesamaan, yaitu masyarakat pada 

dasarnya mendukung pelayanan publik berbasis digital karena dianggap lebih 

praktis dan modern, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala 

teknis yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Program Puja Indah 

di Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara optimal. Meskipun 

masyarakat pada dasarnya memberikan respon positif terhadap penerapan 

pelayanan publik berbasis digital, namun masih terdapat berbagai kendala seperti 

gangguan sistem aplikasi, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya 

pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan kualitas sistem pelayanan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, 

serta perbaikan infrastruktur teknologi agar pelayanan publik berbasis digital dapat 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

4.2.6 Ketetapan 

       Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan Program Puja Indah di Kabupaten 

Labuhanbatu menunjukkan bahwa program ini pada dasarnya merupakan kebijakan 

yang tepat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. 

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn berkaitan dengan 

sejauh mana suatu kebijakan atau program benar-benar bermanfaat, sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan nilai yang tepat terhadap 
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permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, ketepatan Program Puja Indah 

dilihat dari kesesuaian program dengan kebutuhan pelayanan publik masyarakat 

serta manfaat program dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih 

modern dan berbasis teknologi. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Puja Indah dirancang sebagai 

bentuk transformasi pelayanan publik menuju sistem digital yang lebih modern, 

praktis, dan efisien. Program ini dianggap sesuai dengan perkembangan zaman 

karena masyarakat saat ini cenderung menginginkan pelayanan yang cepat, mudah 

diakses, dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Kehadiran aplikasi Puja 

Indah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pelayanan 

publik dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Program 

Puja Indah pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. 

Pelayanan publik berbasis digital dianggap mampu memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi maupun layanan administrasi tanpa harus datang langsung 

ke kantor pemerintahan. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga dinilai tepat 

karena mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa ketepatan program dalam pelaksanaannya masih belum 

berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat di 

Kabupaten Labuhanbatu belum seluruhnya siap dalam menggunakan pelayanan 

berbasis digital. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikan aplikasi serta belum memiliki pemahaman yang memadai 
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mengenai penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Selain faktor 

masyarakat, kondisi infrastruktur jaringan internet juga mempengaruhi ketepatan 

program. Meskipun digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah yang tepat 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan, namun penerapannya masih menghadapi 

kendala karena belum seluruh wilayah memiliki akses internet yang stabil. 

Akibatnya, manfaat program belum dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. 

       Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan Program Puja Indah 

sebenarnya telah sesuai dengan kebutuhan daerah, yaitu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi. 

Program ini memiliki potensi besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan 

yang lebih transparan, efektif, dan efisien. Akan tetapi, agar program benar-benar 

tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal, pemerintah masih perlu 

melakukan berbagai perbaikan baik dari sisi sistem aplikasi, infrastruktur teknologi, 

maupun peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Putra, 2026) yang 

menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah yang tepat 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan karena mampu memberikan 

kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Namun 

demikian, keberhasilan program digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan 

masyarakat dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, 

penelitian oleh (H. Saputra, 2024) juga menjelaskan bahwa pelayanan publik 

berbasis digital menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan modern 
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karena mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan. Akan tetapi, 

penerapan sistem digital harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar 

program dapat berjalan secara tepat sasaran. 

       Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kondisi Program Puja 

Indah di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesamaan, yaitu digitalisasi 

pelayanan publik merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai kendala terkait kesiapan masyarakat dan infrastruktur teknologi. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan Program Puja Indah di 

Kabupaten Labuhanbatu pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan perkembangan pelayanan publik di era digital. Program ini memiliki tujuan 

yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital 

yang lebih modern dan efisien. Namun demikian, agar program dapat berjalan 

secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas, diperlukan peningkatan 

infrastruktur jaringan internet, penguatan sistem aplikasi, serta peningkatan literasi 

digital masyarakat agar pelayanan publik berbasis digital benar-benar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Puja Indah dalam tata 

kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan 

bahwa Program Puja Indah merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik 

berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program ini dirancang untuk 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan publik secara 

lebih cepat, praktis, efisien, dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor 

pelayanan. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Program Puja Indah telah 

menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan transformasi pelayanan 

publik dari sistem konvensional menuju sistem digital. Hal ini terlihat dari adanya 

penyediaan berbagai layanan publik yang terintegrasi dalam satu platform aplikasi, 

seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, komunikasi, perizinan, 

ketenagakerjaan, dan aspirasi masyarakat. Program ini juga menjadi langkah awal 

pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern 

dan berbasis teknologi. 

       Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan 

teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, diketahui bahwa pelaksanaan 
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Program Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu masih belum berjalan secara 

optimal. 

1. Pada aspek efektivitas, program ini belum sepenuhnya mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan karena masih terdapat berbagai kendala seperti 

sistem aplikasi yang belum stabil, keterbatasan jaringan internet, serta 

rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. 

Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat masih 

tergolong rendah. 

2. Pada aspek efisiensi, Program Puja Indah sebenarnya mampu memberikan 

kemudahan dan mempercepat proses pelayanan publik. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan 

sumber daya manusia, gangguan teknis pada sistem aplikasi, serta sarana 

dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai sehingga 

pelayanan belum berjalan secara maksimal. 

3. Pada aspek kecukupan, program ini dinilai belum sepenuhnya mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik di Kabupaten 

Labuhanbatu. Meskipun sistem digital telah memberikan alternatif 

pelayanan yang lebih modern, namun manfaat program belum dapat 

dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat karena penggunaannya 

masih terbatas. 

4. Pada aspek pemerataan, diketahui bahwa manfaat pelayanan digital melalui 

Program Puja Indah belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses internet di beberapa 
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wilayah serta masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, terutama 

bagi masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan jaringan. 

5. Pada aspek responsivitas, sebagian masyarakat memberikan respon positif 

terhadap Program Puja Indah karena dinilai mampu memberikan 

kemudahan pelayanan. Akan tetapi, masih terdapat berbagai keluhan terkait 

gangguan sistem aplikasi, jaringan internet yang tidak stabil, serta 

kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital 

tersebut. 

6. Sedangkan pada aspek ketepatan, Program Puja Indah dinilai merupakan 

program yang tepat dan relevan dengan perkembangan teknologi serta 

kebutuhan masyarakat saat ini. Digitalisasi pelayanan publik dianggap 

sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan program masih perlu 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kesiapan infrastruktur di daerah 

agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Puja Indah 

dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Labuhanbatu telah 

menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan inovasi pelayanan publik 

berbasis digital. Akan tetapi, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai 

kendala baik dari aspek teknis, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun 

kesiapan masyarakat sehingga program belum berjalan secara optimal dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program 

Puja Indah dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Labuhanbatu, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan 

pendukung terkait pelaksanaan Program Puja Indah agar program memiliki 

dasar hukum yang lebih jelas serta dapat dievaluasikan secara lebih optimal 

di tingkat daerah.  

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi, 

khususnya jaringan internet dan sarana pendukung pelayanan digital agar 

akses layanan dapat berjalan lebih stabil dan dapat digunakan secara 

maksimal oleh masyarakat.  

3. Pemerintah perlu melakukan pengembangan dan perbaikan sistem aplikasi 

Puja Indah secara berkelanjutan agar gangguan teknis pada aplikasi dapat 

diminimalisir serta pelayanan digital dapat berjalan lebih efektif dan efisien.  

4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia, baik aparatur pemerintah maupun operator pelayanan, melalui 

pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan teknologi digital agar 

pelayanan berbasis aplikasi dapat dioperasikan secara optimal.  

5. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai penggunaan aplikasi Puja Indah agar masyarakat lebih 

memahami manfaat serta tata cara penggunaan layanan digital yang 

tersedia.  
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6. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan 

digital hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu agar seluruh 

masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata tanpa 

terkendala oleh keterbatasan jaringan internet maupun kurangnya informasi 

mengenai program.  

7. Diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Program Puja 

Indah agar proses pengembangan sistem serta penyelesaian kendala teknis 

dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.  

8. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji Program Puja Indah 

dengan fokus yang lebih luas, seperti tingkat kepuasan masyarakat, kualitas 

pelayanan digital, maupun efektivitas e-government dalam tata kelola 

pemerintahan daerah.  
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